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ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah yaitu: 1)
Bagaimana pandangan masyarakat Desa Kalipadang tentang bagian ahli waris (anak)
yang tinggal serumah dengan pewaris lebih banyak dibandingkan ahli waris yang
lain? 2) Bagaimana akibat dari pemberian bagian yang lebih besar kepada ahli waris
(anak) yang tinggal serumah dengan pewaris dibandingkan ahli waris yang lain? 3)
Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang bagian ahli waris (anak) yang tinggal
serumah dengan pewaris lebih banyak dibandingkan ahli waris yang lain?

Skripsi ini hasil dari penelitian lapangan atau (fie/d research). Metode
pengumpulan data yang digunakan skripsi ini adalah dengan cara wawancara.
Selanjutnya dianalisis dengan tehnik analisis deskriptif dengan pola pikir induktif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa bagian ahli waris (anak)
yang tinggal serumah dengan pewaris lebih banyak dibandingkan ahli waris yang
lain (suami/ isteri pewaris dan anak pewaris yang tidak serumah). Hal ini disebabkan
karena ada 2 (dua) alasan, yaitu : 1) Adanya peralihan bagian harta waris milik orang
tua kepada anak yang serumah, sebagai modal merawat orang tua jika tua kelak; 2)
Anak yang serumah mendapatkan imbalan dari jasa merawat pewaris selama pewaris
hidup sampai meninggal dunia. Pelaksanaan pembagian harta waris ini dilakukan
dengan adanya musyawarah antar para ahli waris, tetapi sebelumnya para ahli waris
tidak mengetahui bagian masing-masing. Pembagian warisan seperti ini bisa
menimbulkan permasalahan yaitu perselisihan antar ahli waris dalam pemilikan
harta waris, dan menyebabkan hubungan kekeluargaan yang mereka miliki menjadi
renggang.

Melihat hal tersebut berarti masyarakat Desa Kalipadang dalam melakukan
pembagian warisan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan
dalam al-Qur’an maupun al-Hadis. Kesepakatan dalam pembagian warisan yang
dilakukan masyarakat Desa Kalipadang tidak sesuai dengan pasal 183 KHI yang
menyatakan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam
pembagian warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya’”. Peralihan bagian
harta waris milik orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan,
sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 211 KHI yang menyatakan
bahwa “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai
warisan’. Sedangkan imbalan yang diberikan kepada anak yang serumah karena
jasanya merawat orang tua, merupakan pemberian yang jumlahnya diambilkan dari
pengurangan bagian ahli waris yang lain dengan adanya musyawarah.

Adapun saran bagi masyarakat Desa Kalipadang hendaklah mercka
berpedoman pada al-Qur’an dan Hadit$ dalam melakukan pembagian harta warisan.
Jika mereka tetap menggunakan kebiasaannya, hendaklah dalam musyawarah
mendatangkan tokoh agama, schingga hasil kesepakatan sesuai dengan ketentuan
Hukum Islam.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan akan
mengalami kematian. Dalam hal kematian (meninggalnya sescorang), pada
prinsipnya, segala kewajiban perorangannya tidak beralih kepada pihak lain.
Adapun yang menyangkut harta kekayaan dari yang meninggal tersebut beralih
kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu keépada orang-orang yang telah
ditetapkan sebagai pihak penerimanya.

Proses peralihan harta kekayaan dari yang meninggal kepada yang masih
hidup inilah yang diatur oleh Hukum Waris atau Ilmu Fara’id, atau juga disebut
Figh Mawaris.! Dalam peralihan harta kekayaan atau pembagian warisan, umat
Islam haruslah berpedoman atau berdasarkan ketentuan yang ada dalam Hukum
Waris. Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur’an dan al-Hadis.

Allah sudah menjelaskan dengan jelas dalam al-Qur’an tentang
ketentuan-ketentuan pembagian warisan, yaitu dalam Surat An-Nisa ayat : 7,
11,12, dan 176. Dari ayat-ayat inilah dapat dipahami bahwa dalam Hukum
Kewarisan Islam ada lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta

kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta

! Suparman Usman, Figh Mawaris, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. I, 1997), 13



yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut
adalah : asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan
asas semata akibat kematian.?

Al-Hadi$ juga menjelaskan tentang perintah Nabi Muhammad SAW,
agar umat Islam membagi harta warisan di antara para ahli waris menurut

Kitabullah.

(31 g 9 phos ohgy) dit QS o Saitzll JaT 5 Jlolt 1585

Artinya : “Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitsbullah
(al-Qur’an)”, (HR. Muslim dan Abu Dawud)’

Ayat dan hadis di atas dengan jelas menunjukkan perintah dari Allah,
agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan
hukum yang ada dalam al-Qur’an. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan
yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang
harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk keimanan dan ketakwaan kepada
Allah dan Rasulullah.

Dalam prakteknya, umat Islam masih banyak yang tidak berpedoman
pada al-Qur’an dalam melakukan pembagian harta warisan. Sebagaimana yang

dilakukan oleh masyarakat Desa Kalipadang yang masyarakatnya 99,3%

2 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta : Prenada Media, Cet. I, 2004), 17
3 Muhammad °‘Abdul ‘Aziz al-Khalidiy, Sunan Abu Dawud, Juz 2, (Beirut : Dar al-Kutub al-
Imiyah, Cet. I, 1996), 331



beragama Islam. Mereka melakukan pembagian harta waris masih secara adat
atau kebiasaan yang sudah berlaku sejak dahulu sampai sekarang.4

Hukum waris yang menurut adat ini dilakukan secara turun temurun,
sehingga hukum kewarisan secara adat ini sampai sekarang masih berlaku,
meskipun hukum adat tentang kewarisan ini tidak dibukukan. Seperti yang
dilakukan masyarakat Desa Kalipadang.

Sebagai gambaran umum, akan kami paparkan tentang adat-istiadat atau
tradisi pewarisan tersebut. Masyarakat Desa Kalipadang dalam melakukan
pembagian harta waris masih mempertahankan tradisinya yaitu ; bagian ahli
waris (anak) yang tinggal serumah dengan pewaris lebih banyak dibandingkan
ahli waris yang lain (anak dan suami/ isteri pewaris).

Dalam pembagian harta waris ini, bagian-bagian yang diperoleh setiap
ahli waris ditentukan dengan adanya musyawarah antar ahli waris tanpa
melibatkan tokoh Agama. Dalam melakukan pembagian warisan melalui
musyawarah, para ahli waris belum menyadari atau mengetahui bagian masing-
masing sesuai dengan Hukum Islam. Tradisi masyarakat di Desa Kalipadang
dalam proses pembagian harta waris ini menekankan pada upaya untuk
melakukan keadilan dan kerukunan antara para ahli waris dalam menerima
bagiannya masing-masing. Tradisi atau kebiasaan dalam pembagian waris

tersebut didasari oleh :

* Yudi Iswanto (Kepala Desa kalipadang), Wawancars, Desa Kalipadang, 16 April 2010.



1. Jika pewaris meninggalkan suami atau isteri, maka bagian orang tua tersebut
dialihkan kepada ahli waris (anak) yang tinggal serumah untuk merawat
suami atau istri pewaris jika tua kelak;

2. Ahli waris (anak) yang tinggal serumah mendapatkan upah atau imbalan dari
jasanya yang telah merawat pewaris selama pewaris masih hidup sampai
meninggal dunia (pewaris tidak meninggalkan suami atau isteri).”

Kebiasaan masyarakat Desa Kalipadang dalam melakukan pembagian
warisan tidak berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam Hukum Islam.
Dari kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan Hukum Kewarisan Islam,
khususnya pada asas keadilan berimbang. Selain itu kesepakatan yang dilakukan
dalam pembagian warisan tidak sesuai dengan pasal 183 KHI (Kompilasi
Hukum Islam), yang menyatakan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat
melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, sctelah masing-masing
menyadari bagiannya”. °

Dalam pembagian warisan secara adat yang dilakukan oleh masyarakat
Desa Kalipadang tersebut malah lebih sering menimbulkan masalah
dibandingkan menggunakan cara yang sebagaimana ditentukan oleh hukum a/-
Fard’id. Permasalahan yang timbul atau muncul yaitu, perselisihan antar ahli

waris tentang status pemilikan harta waris, yang dilakukan oleh ahli waris yang

3 Rofi’i (Moden/ Kaur Agama), Wawancara, Desa Kalipadang, 20 April 2010.
¢ Himpunan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Citra Media

Pratama, Cet. 1, 2008), 478



merasa dirinya lebih membutuhkan bagian yang lebih banyak. Sehingga dapat
mengakibatkan kerenggangan hubungan kekeluargaan mereka.

Melihat adanya praktik yang demikian pada sebagian besar masyarakat
muslim Desa Kalipadang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dalam
pembagian harta waris, penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam
untuk mengetahui latar belakang, dan sistem kewarisan tersebut. Sehingga
penulis tertarik mengangkat judul peneclitian “Tinjauan hukum Islam tentang
bagian ahli waris (anak) yang tinggal serumah dengan pewaris lebih banyak

dibandingkan ahli waris yang lain”.

B. Identifikasi Masalah
Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, dapat di identifikasi
masalah-masalah sebagai berikut :
1. Siapa sajakah yang menjadi ahli waris dalam tradisi pembagian warisan di
Desa Kalipadang?
2. Berapa bagian masing-masing ahli waris dalam tradisi pembagian warisan di
Desa Kalipadang?
3. Apa secbab atau alasan anak yang tinggal serumah dengan pewaris bagiannya
lebih banyak dibandingkan ahli waris yang lain menurut pandangan

masyarakat Desa Kalipadang?



Kapan waktu pembagian warisan menurut pandangan masyarakat Desa
Kalipadang?

Bagaimana pembagian warisan yang adil menurut masyarakat desa
Kalipadang?

Apa akibat yang terjadi dalam pembagian warisan di Desa Kalipadang?
Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang bagian ahli waris (anak) yang

serumah dengan pewaris lebih banyak dibandingkan ahli waris yang lain?

C. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyaknya permasalahan yang ada, maka kami

membatasi penelitian ini pada :

1.

Pandangan masyarakat Desa Kalipadang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten
Gresik tentang bagian ahli waris (anak) yang tinggal serumah dengan pewaris
lebih banyak dibandingkan ahli waris yang lain.

Akibat dari pemberian bagian yang lebih besar kepada ahli waris (anak) yang
tinggal serumah dengan pewaris dibandingkan ahli waris yang lain.

Tinjauan hukum Islam tentang bagian ahli waris (anak) yang tinggal serumah

dengan pewaris lebih banyak dibandingkan ahli waris yang lain.



D. Rumusan masalah
Bedasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan, maka dapat
ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Kalipadang, Kecamatan Benjeng,
Kabupaten Gresik tentang bagian ahli waris (anak) yang tinggal serumah
dengan pewaris lebih banyak dibandingkan ahli waris yang lain?

2. Bagaimana akibat dari pemberian bagian yang lebih besar kepada ahli waris
(anak) yang tinggal serumah dengan pewaris dibandingkan ahli waris yang
lain?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang bagian ahli waris (anak) yang
tinggal serumah dengan pewaris lebih banyak dibandingkan ahli waris yang

lain?

E. Kajian Pustaka
Permasalahan tentang waris banyak terjadi di masyarakat sekitar,
sehingga permasalahan tentang waris sangat menarik untuk dijadikan
pembahasan. Pembahasan tentang waris banyak dikaji oleh beberapa penulis,
diantaranya :
1. Aminatus Sholihah (2002) yang berjudul “7injauan Hukum Islam Terhadap
Pembagian Harta Waris di Desa Tambak Rejo Kec. Waru, Kab. Sidoarjo’.

Permasalahannya yaitu anak memperoleh bagian sama rata, jika anak



bersama saudara laki-laki atau perempuan. Isteri dan suami dapat harta
bersama jika salah satunya meninggal tanpa meninggalkan anak.

2. Ifanul Kirom (2003) yang berjudul “Adat Pembagian Harta Waris bagi Anak
Perempuan di Desa Jugo Kec. Sekaran Kab. Lamongan”. Permasalahannya
yaitu anak perempuan mendapatkan bagian lebih banyak daripada anak laki-
laki karena bagian hak warisnya memperoleh tambahan untuk ongkos atau
pengganti biaaya merawat orang tua.

3. Achmad Mansyur (2008) yang berjudul “7injauan Hukum Islam Terhadap
Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Desa Sedati Agung Kec. Sedati Kab.
Sidoarjo”. Permasalahannya yaitu bagian anak laki-laki dan perempuan
disamakan.

4. Umar Kadafi Amrullah (2009) yang berjudul “Zinjavan Hukum Islam
Terhadap Kebiasaan Masyarakat Dalam Pembagian Waris di Kefawan Lor
elurahan Kenjeran, Kec. Bulak Surabaya’. Permasalahannya yaitu seluruh
harta waris diwariskan kepada anak sulung perempuan,

Sedangkan skripsi yang akan dibahas berjudul “7injauan hukum Islam
tentang bagian ahli waris (anak) yang tinggal serumah dengan pewaris lebih
banyak dibandingkan ahli waris yang lain’. Permasalahannya yaitu bagian ahli
waris (anak) yang tinggal serumah dengan pewaris lebih banyak dibandingkan

ahli waris yang lain.



F. Tujuan Penelitian
Sebagaimana rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan
penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Desa Kalipadang,
Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik tentang bagian ahli waris (anak) yang
tinggal serumah dengan pewaris lebih banyak dibandingkan ahli waris yang
lain.

2. Untuk mengetahui bagaimana akibat dari pemberian bagian yang lebih besar
kepada ahli waris (anak) yang tinggal serumah dengan pewaris dibandingkan
ahli waris yang lain.

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang bagian ahli
waris (anak) yang tinggal serumah dengan pewaris lebih banyak

dibandingkan ahli waris yang lain.

G. Kegunaan Hasil Penelitian
Sedangkan dalam hasil penemuan dari hasil penelitian ini diharapkan
memiliki nilai kegunaan sebagai berikut :
1. Aspek Teoritis
a. Sebagai bahan bacaan, rujukan, pertimbangan dan bahasan untuk
pengembangan dan penyuluhan bagi masyarakat luas dan umat Islam

secara khususnya.
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b. Mempunyai nilai akademis yang dapat menambah ilmu pengetahuan

dalam bidang Akhwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam).
2. Aspek Praktis

a. Dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam untuk mengkaji dan
memahami tentang pembagian harta waris.

b. Sebagai informasi bagi masyarakat Desa Kalipadang, Kecamatan
Benjeng, Kabupaten Gresik, khususnya tokoh Agama dan penegak hukum
dalam rangka memperjelas dan menyempurnakan aturan tentang

ketentuan pembagian harta waris menurut hukum Islam.

H. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul “Tinjauan hukum Islam tentang bagian ahli waris
(anak) vang tinggal serumah dengan pewaris lebih banyak dibandingkan ahli
waris yang lain”. Judul ini akan memberikan pemahaman tentang kebiasaan atau
adat masyarakat Desa Kalipadang dalam pembagian harta waris dan tinjauan
hukum Islam terhadap pembagian tersebut.

Namun demikian untuk menghindari kesalahpahaman terhadap
pengertian yang dimaksud, maka perlu ditegaskan maksud dari judul ini secara
terperinci :

1. Hukum Islam disini maksudnya peraturan-peraturan atau ketentuan-

ketentuan al-Qur’an, al-Hadi$, dan Kompilasi Hukum Islam.
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2. Ahli Waris (Anak) yang serumah dengan pewaris, maksudnya anak yang
tinggal serumah dan merawat pewaris selama pewaris masih hidup sampai
meninggal.

3. Ahli waris yang lain disini maksudnya, suami/isteri yang masih hidup dan
anak yang tidak serumah dengan pewaris.

4. Desa Kalipadang yaitu merupakan salah satu dari beberapa desa yang ada di
wilayah Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik yang terdiri dari 5 (lima)

dusun yaitu Dusun Kalipadang, Kalisari, Kalimoro, Gesing dan Ploso.

I. Metode Penelitian
1. Data yang Dikumpulkan
Hasil penelitian baik berupa informasi dari Informan dan Responden,
kenyataan-kenyataan yang ada dalam lapangan dan dokumen, yaitu berupa
tulisan atau catatan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas
dalam penelitian.
2. Sumber Data
Untuk mendapatkan data-data di atas maka ada dua sumber data,
yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Primer
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Merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada
pengumpul dat a,’ diantaranya berasal dari:
1) Kepala Desa atau Lurah Desa kalipadang, Kec. Benjeng, Kab. Gresik
2) Tokoh masyarakat atau tokoh agama Desa Kalipadang, Kec.
Benjeng, Kab. Gresik
3) Masyarakat Desa Kalipadang, Kec. Benjeng, Kab. Gresik yang
mempraktekkan atau melakukan pembagian warisan sesuai adat.
b. Sekunder
Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.? Diantaranya
yaitu :
1) Sayyid Sabiq, Figh Sunnah
2) Muhammad ‘Abdul ‘Aziz al-Khalidiy, Sunan Abu Dawud
3) Abi ‘Abdillah Muhammad bin ‘Isma’il al-Bukhari, Matan Bukhari
4) M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah
5) Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figih Mawaris Hukum
Kewarisan Islam
6) Fathur Rahman, Imu Waris

7) Dian Khairul Umam, Figih Mawaris

7 Sugiyono, Metode Penclitian Kuvantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, Cet. VI,
2009), 137
8 Ibid, h. 137
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8) Ali Parman, Kewarisan dalam Al-Qur’an
9) Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam
10) M. Ali Ash Shabuni, Pembagian Waris menurut Isiam
11)M. Ali Al- Shabuni, Hukum waris Menurut Al-Quran dan Hadis.
12) Dan lain-lain.
3. Subyek Penelitian
Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian yaitu
masyarakat desa Kalipadang yang melakukan pembagian waris sesuai adat
atau kebiasaan yang sudah turun temurun (bagian anak yang serumah lebih
banyak dibandingkan ahli waris yang lain). Di Desa Kalipadang terdapat 5
(lima) Dusun, yaitu Dusun Kalipadang, Kalisari, Kalimoro, Gesing, dan Ploso
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Interview (wawancara)

Penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab secara langsung
dengan kepala desa, tokoh agama, dan masyarakat Desa Kalipadang yang
melakukan pembagian warisan sesuai dengan adat mereka, yaitu bagian
ahli waris (anak) yang serumah dengan pewaris lebih banyak
dibandingkan ahli waris yang lain (suami/isteri pewaris dan anak yang

tidak serumah dengan pewaris).
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b. Studi Dokumen
Penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan
atau arsip-arsip yang berkaitan dengan peneclitian ini, sehingga penulis
dapat memahami, mencermati dan menganalisis berdasarkan data yang
diperoleh tersebut.
5. Teknik Analisis Data
Dalam menganalisa data ini digunakan pola pikir induktif dengan
teknik analisis deskriptif, sebagai berikut :

a. Induktif adalah pola pikir yang berangkat dari faktor yang khusus, yaitu
kebiasaan masyarakat Desa Kalipadang, Kec. Benjeng, Kab. Gresik
dalam membagi harta waris (ahli waris yang tinggal serumah dengan
pewaris bagiannya lebih banyak dibandingkan ahli waris yaang lain),
kemudian ditarik ke dalam hal yang sifatnya lebih umum, apakah
kebiasaan masyarakat tersebut sudah berdasarkan teori-teori waris yang
ada.

b. Analisis Deskriptif adalah menganalisa secara kritis terhadap data yang
mengambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala,
dan pokok perhatiannya pada pengukuran dari satu atau lebih variabel
atau sampel dalam suatu kelompok penduduk tertentu. Yakni
memaparkan data tentang kebiasaan masyarakat Desa Kalipadang, Kec.

Benjeng, Kab. Gresik yang membagi dalam masalah waris dengan hukum
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adat, kemudian menganalisis isi dari data yang telah disusun agar lebih

jelas dan sistematis.

Sistematika Pembahasan

Supaya penulisan skripsi lebih terarah, maka diperlukan adanya
sistematika pembahasan bab perbab. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini memuat keseluruhan idea skripsi yang akan
dibahas, memuat : latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang
waris, memuat : pengertian dan dasar hukum waris, rukun‘ dan syarat waris,
harta waris, ahli waris dan bagiannya, serta asas-asas hukum kewarisan Islam.

BAB III : dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran umum wilayah
Desa Kalipadang, meliputi keadaan umum wilayah desa (batas wilayah desa,
luas wilayah desa menurut penggunaan, dan orbitasi), keadaan penduduk
(jumlah penduduk, struktur mata pencarian penduduk, jumlah pemeluk agama
dan tingkat pendidikan penduduk), dan praktik pembagian harta waris di Desa
Kalipadang, meliputi ahli waris, harta waris, waktu pembagian harta waris,

sebab-sebab bagian ahli waris (anak) yang tinggal serumah dengan pewaris lebih
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banyak dibandingkan ahli waris yang lain, serta akibat pembagian harta waris di
Desa Kalipadang.

BAB IV : dalam bab ini akan membahas analisis terhadap pandangan
masyarakat Desa Kalipadang tentang pembagian harta waris, dan analisis
terhadap akibat pembagian harta waris yang terjadi di Desa Kalipadang.

BAB V : bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan

saran.



BABII

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris
1. Pengertian

Al-Miras, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar dari kata warasa-
yaris u-irs an-mira$an. Maknanya menurut bahasa ialah “berpindahnya sesuatu
dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang
lain”.

Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal
yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan nonharta

benda. Ayat-ayat al-Qur’an banyak menegaskan hal ini, demikian pula sabda

Rasulullah saw. Di antaranya Allah berfirman :

P=3

d H 14 ~ - /9‘ I S -, - Pert -
J e Gisly 2lall Gl G 40T U3 3,05 Sl &
Cd -, . b -,
€0 bl Jiaall 5h 100k &) o2

Artinya : “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hai
manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan
Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-
benar suatu kurnia yang nyata”, (an-Naml: 16

! Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnys, (Bandung : J-ART, 2005), 595

17
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Selain itu kita dapati dalam hadis Nabi saw :
sGsYi iéi,;‘;’ulﬁi
Artinya : Para Ulama’ adalah ahli waris para Nabi’. (HR. Bukhori)?
Sedangkan makna a/-mira$ menurut istilah yang dikenal para ulama
ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli
warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang),
tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.3
2. Dasar Hukum
Ketentuan-ketentuan atau sumber-sumber utama hukum yang
mengat ur masalah waris yaitu al-Qur’an dan al-Hadis.
a. Al-Qur’an
Ayat-ayat al-Qur’an mengenai pembagian harta peninggalan telah
terperinci dengan baik dan dengan sistematik hukum yang kuat. Hampir
semua persoalan kewarisan telah dapat diselesaikan dengan ayat-ayat al-

Qur’an surat an-Nisa’ ayat 7, 11, 12, 33, dan 176.}
iVag & w s T ey, - /:f"" - ,"""/: & w - /“'
S5 LS Lad (LG 0073Y1 oWl 5 Ll Lad Jle U

z 2 z ,t"/{f,f - z 2E PR 14
@ Logis Uonad 555120, 5 L 2,815 0105

2 Abi ‘Abdillah Muhammad bin ‘Ismd’il al-Bukhdri, Matan Bukhdr, Juz IV, (Beirut :
Maktabah Wa Mathba’ah, t.t), 23

3 Muhammad Ali ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta : Gema Insani Press,
1995), 33

4 Sajuti Thalib, Hukum Kewarigsan Islam di Indonesis, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. IV,
1993), 63
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Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian
(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnyas, baik
sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.
(Q.S. An-Nisa’4:7)

-~ A - - . -5 - 2 2

s 5§ op gVl B Jh SI vemndyl g &1 285050
2. K- C‘ T ETA o ,b’ LT /,‘: ¢ 27 2,237 Tus s
a5y el L 3as o8 oly sk oSl
}‘ A < /t-”/’ 2 . 2 /,: < 2 2 g * L onw . v s
A SGS op Ay O o) OB L el GGG ey I
¢ Lo, s e A e we

Artinya :“Allah mensyari‘'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anskmu. Yaitu & bahagian seorang anak lelaki
sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika
anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak
perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta.
dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal
itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka
ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah
dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu
tidak mengetahui siapa di antara mercka yang lebih dekat
(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.

3 Departemen Agama (DEPAG), 2/-Qur’an dan Tejemahnya, 19
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Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana’(Q.S. An-Nisa’ 4; 11)°

. P :t-. ,g;‘ ,’,g _,’ L0 -, s A, - P
e ol Wy o P M ol wemr il U5 L 9
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Artinya :“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mercka tidak
mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak,
Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat
atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak
mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para
isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau
(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati,
baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai
seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara
perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua
Jjenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara

S Ibid, 19
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seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam
yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat
olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak
memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan
yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha
Penyantun”(Q.S. An-Nisa’ 4 : 12)’

2 s I 4
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Artinya :“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan
ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-
pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah
bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mercka
bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala
sesuatu”(Q.S An-Nisa’ 4 : 33)

z
o 27 77 <1~ '9"“ W1 7. - » “"'.! 25~ :‘, ; s J’./_’/
Jj:dﬂ&h\j‘/i ; M\QW&H d.»}:.n.:..«g
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Artinya :“mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah

(vaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak
mempunyal anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka

bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai

7 Ibid, 80
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(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai
anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang
meninggal. dan jika mercka (ahli waris itu terdiri dari)
saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang
saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu,
supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala
sesuatu”(Q.S. An-Nisa’ 4 : 176)®

b. Al- Hadis
(315 34 9 phos olgy) 1 8" o sl Jaf 52i Lo 1988

Artinya : “Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut
Kitabullah (al-Qur’an)”, (HR. Muslim dan Abu Dawid)’

é of- » 1- $ ,n.‘;,"""' A0 ’/:I e O A o o 4
g ol dn oo dn 3325 35: 00 L JUS i (oo (B o) B
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Artinya :“Dari Ibnu Abbas berkata :@ Rasulullah saw, bersabda:
bagikanlah warisan-warisan itu kepada yang berhak. Adapun
sisanya adalah untuk ahli waris yang dekat’.(H.R. Muttafaq

Alaih)"°

B. Rukun dan Syarat Waris
1. Rukun Waris

a. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak

untuk mewarisi harta peninggalannya.

8 Ibid, 105
 Muhammad ‘Abdul Aziz al-Khalidiy, Sunan Abu Daud, 331
19 Abi ‘Abdillah Muhammad bin ‘Ismail al-Bukhari, Matan Bukhari, Juz IV, 165
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b. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima
harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan
(nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.

c. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang
ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan scbagainya.'"

2. Syarat Waris

a. Kematian muwarris, menurut jumhur Ulama’ ada 3 macam kematian,
yaitu :

1) Mati hagiqi, ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu
sudah berujud padanya. Kematiannya itu dapat disaksikan oleh panca
indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.

2) Mati hukmi, ialah satu kematian disebabkan adanya vonnis hakim,
baik pada hakikatnya, sescorang benar-benar masih hidup, maupun
dalam kemungkinan antara hidup dan mati.

3) Mati zaqdiry, ialah suatu kematian yang bukan hag/g/ dan bukan
hukmi, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras.'?

b. Hidupnya ahli waris di saat matinya pewaris
Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus
kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab

orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi."

" Muhammad Ali ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, 39
12 Fatchur Rahman, /Imu Waris, (Bandung : PT Al-Ma’axif, 1971), 79
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c. Seluruh ahli waris dan jumlah bagian masing-masing diketahui secara
pasti

Dalam hal ini posisi ahli waris hendaklah diketahui secara pasti,

misalnya suami, isteri, kerabat, dan sebagainya. Sehingga pembagi

mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada

masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh-

dekatnya kekerabatag akan membedakan jumlah yang dit erima.'*

C. Harta Waris

Harta warisan yang dalam istilah fara’id dinamakan tirkah (peninggalan)
adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang
atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada
ahli warisnya.

Golongan Hanaflyyah memiliki tiga pendapat dalam masalah ini.
Pendapat yang masyhur bahwa tirkah adalah benda yang ditinggalkan si pewaris
yang tidaak mempunyai hubungan hak dengan orang lain.

Sebagian golongan Hanafiyah yang lainnyamengatakan bahwa tirkah
sisa harta setelah diambil perawatan dan pelunasan hutang. Jadi, #/rkah adalah
harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat, dan yang

harus diterima oleh ahli warisnya. Sebagian lainnya mengatakan bahwa tirkah

13 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, 40
“ bid, 40-41
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mempunyai arti yang mutlak, yaitu setiap harta benda yang ditinggalkan si
pewaris. Dengan demikian, mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan
hak orang lain, biaya perawatan, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat, dan
penerimaan kepada ahli waris.

Menurut madzhab Maliki, Syati’i, dan Hambali, peninggalan ini meliputi
semua harta dan hak yang ditinggalkan oleh pewris, baik hak harta benda

maupun hak bukan harta benda."”

D. Ahli waris dan Bagiannya
1. Kelompok Ahli Waris
Diatas telah disebutkan bahwa sebab-sebab mempusakai ada tiga,
yaitu karena perkawinan, kekerabatan, dan wala’. Oleh sebab itu maka,
secara lengkap, ahli waris dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam
sembilan kelimpok, yaitu : janda atau duda, leluhur perempuan, leluhur laki-
laki, keturunan perempuan, keturunan laki-laki, saudara seibu, saudara
sekandung atau sebapak, kerabat lainnya, dan Wala®.'®
2. Golongan Ahli Waris dan Bagiannya
Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris,

maka ahli waris di dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga golongan,

yaitu :

15 Dian Khairul Umam, Figih Mawaris, (Bandung : CV Pustaka Setia, Cet. I, 1999), 39-41
16 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figih Mawaris, 79
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a. Ashab al-furud
Ashab al-furud adalah mereka (ahli waris) yang mempunyai

bagian dari keenam bagian yang telah ditentukan untuk mereka, yaitu: 2,

Vi, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.!" Para Ahli Fara’id membedakan Ash4b al-furid

kedalam dua macam, yaitu Ashab a/-furud is-sababiyyah (golongan ahli

waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris), dan

Ashab al-furid in-nasabiyyah (golongan ahli waris scbagai akibat adanya

hubungan darah dengan si pewaris).ls

Bagian-bagian para ahli waris tersebut sudah ditentukan dalam al-

Qur’an. Diantara bagian-bagian yang telah ditentukan tersebut, antara

lain:

1) % Suami (tidak bersama far’u waris), anak perempuan (tidak bersama
dengan mu’assibnya), cucu perempuan pancar laki-laki(tidak bersama
dengan anak perempuan atau orang laki-laki atau mu’assibnya),
saudara perempuan sekandung (tidak bersama mu’assibnya), dan
saudara perempuan sebapak (tidak bersama anak perempuan kandung
atau cucu perempuan dari pancar laki-laki atau saudari kandung).

2) Y% Suami (bersama far’u waris), dan isteri atau para isteri (tidak

bersama far’u waris).

1 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Juz X1V, (Bandung : PT Al Ma’arif, Cet. I, 1987), 263
'8 Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung : PT Refika Aditama,
Cet. 1, 2002), 52



27

3) 1/8 Isteri atau para isteri (bersama far’u waris).

4) 1/3 Ibu (tidak bersama far’u waris secara atau dua saudara/i), dan dua
orang atau lebih saudara baik laki-laki maupun perempuan seibu
(tidak bersama far’u waris atau as/u al waris 1aki-laki).

5) 2/3 Dua orang anak perempuan atau lebih (tidak bersama
mu’assibnya), dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih
(tidak bersama dengan anak perempuan kandung atau mu’assibnya),
dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih (tidak bersama
mu’assibnya), dan dua orang saudara perempuan sebapak atau
lebih(tidak bersama dengan anak perempuan kandung atau cucu
perempuan pancar laki-laki atau saudari kandung).

6) 1/6 Bapak (bersama far’u waris laki-laki), ibu (bersama far’u waris
atau dua saudara/i), kakek shafhih (bersama far’u waris laki-laki),
nenek sahihah (tidak bersama ibu), saudara perempuan sebapak atau
lebih (bersama dengan saudari kandung), saudara laki-laki atau
perempuan seibu (tidak bersama dengan far’u wari$ laki-laki/
perempuan atau as/u/ wari$ laki-laki), dan cucu perempuan pancar

laki-laki atau lebih (bersama dengan seorang anak pc:rempuan).19

¥ Fatchur Rahman, /Imu Waris, 561
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b. ‘Asabah
Para Ahli Fara’id membedakan ‘Asdbah ke dalam tiga macam,
yaitu ‘Asabah binnafsih, ‘Asabah bil-ghair, dan ‘Asabah ma’al qhair.

1) ‘Asabah binnafsih adalah tiap-tiap kerabat lelaki yang yang tidak
diselingi dalam hubungannya dengan yang meninggal oleh seorang
wanita,” yaitu : bapak dan kakek, anak laki-laki dan cucu laki-laki,
serta saudara laki-laki sckandung/ sebapak.

2) ‘Asabah bil-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang
lain untuk menjadi ‘Ashabalr dan untuk bersama-sama menerima
ushubah, yaitu : anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak
laki-laki, cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki, dan
saudara perempuan sekandung/ sebapak yang mewaris bersama
dengan saudara laki-laki sekandung/ sebapak.

3) ‘Asdbah ma’al ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan
orang lain untuk menjadi ashabah, tetapi orang tersebut tidak
berserikat dengan menerima ushubah, yaitu: saudara perempuan
sckandung dan sebapak yang mewaris bersama anak/ cucu

perempuan.!

20 Ahmad Kuzairi, Sistem Asabah., (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. L, 1996), 92
2 Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, 52-53
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c. Zawil arham

Secara harfiah, istilah ini berarti orang yang mempunyai hubungan
darah. Secara teknis Ulama’ Fiqih mendefinisikannya sebagai anggota
kerabat yang tidak menjadi Ashab al-furid dan ‘Asabah.”

Para Fuqaha telah berselisih pendapat mengenai pewarisan
mereka. Malik dan Asy-Syafi’i berpendapat bahwa merecka tidak
mendapatkan warisan, dan harta discrahkan kepada baitulmal. Demikian
ini pendapat Abu Bakar, ‘Umar, ‘Usman, Zaid, Az-Zuhri, Al-Auza’i dan
Dawud. Akan tetapi Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa mereka
mendapat warisan. Dan untuk itu mereka meriwayatkan dari ‘Ali, Ibnu
‘Abbas dan Ibnu Mas’ud. Hal itu terjadi bila tidak ada Ashad al-furud dan
‘Asabah. Dari Sa’id ibnul Musayyab: bahwa seorang khaal (saudara laki-
laki ibi) itu mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan.

Tetapi jika dalam pembagian warisan ada kesepakatan untuk
melakukan perdamaian, setelah masing-masing ahli waris menyadari
bagiannya, maka ini dibolehkan atau sesuai dengan aturan Hukum Islam.
Sebagaimana tercantum dalam pasal 183 KHI yang menyatakan bahwa “Para
ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaiandalam pembagian harta

warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”*

22 Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darsh, (Jakarta : INIS, 1998), 175
B Himpunan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 478
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E. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Menurut al-Raghib, asas berasal dari kata a/-ussu kemudian berubah
menjadi kata a/-asasu atau al-asas yang bermakna asal, dasar, atau pangkal suatu
bangunan. Selanjutnya, kata asass berubah menjadi ussu atau asas yang
mengandung kaidah-kaidah yang harus dipertahankan karena ia berpangkal dari
hati atau dasar.?* Kemudin kata tersebut menjadi bahasa Indonesia yang baku
dan bermakna sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.”

Apabila kata itu dihubungkan dengan kata hukum kewarisan Islam, maka
dapat dirumuskan bahwa asas adalah alasan pendapat yang dijadikan sebagai
acuan dalam mencapai kebenaran hukum. Dan oleh karena asas kewarisan dalam
al-Qur’an tidak dijumpai secara tekstual, maka alasan yang dipergunakan untuk
memakai asas adalah pertimbangan akal. Akal pada dasarnya mengandung arti
mengerti, memahami dan berfikir.?

Pada dasarnya, asas-asas kewarisan yang dapat ditemukan dalam al-
Qur’an beragam. Akan tetapi dalam penelitian ini asas yang dimaksud meliputi :
1. Asas [jbari

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal
dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya yang dalam

pengertian hukum Islam berlaku secara “fjbars”.

2 Ali Parman, Kewarisan delam al-Qur’sn, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cetakan I,
1995),71

¥ Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya : Amelia, Cet. I, 2003), 61

% Ali Parman, Kewarisan dalam al-Qur’sn , 71-72
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Hal ini berarti bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal
dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak
Allah tanpa bergantung pada kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris
langsung menerima kenyataan pindahnya harta si meninggal dunia
kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Dilihat dari si
pewaris pun ia tidak dapat menolak peralihan tersebut.

Adanya asas [jbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari
segi peralihan harta, segi jumlah pembagian, segi kepada siapa harta itu
beralih.”’

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa seseorang
menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik dari kerabat
garis keturunan laki-laki maupun dari pihak kerabat garis perempuan. Asas

ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah :
‘v’ w s T oow - /Zz"', v 37 ’/: v -, 1,‘
I35 S Lead (L5 007380 ol 35 LG Lnad Jle3l
7 e,z Ao aE4. 62 Em L 2
) Logyia Load 7831 20 (5 Lo Zo52N15 0151

Artinya :” Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula)
dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau
banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (Q.S. An-Nisa’
4;7)

%" M. 1dris Ramulyo, Perbandingan Pelaksansan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan
Menurut Hukum Perdata (BW), (Jakarta: PT Pedoman Ilmu Jaya, Cet. 1, 1992), 114-115
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3. Asas Individual

Kata individual berasal dari kata Inggris dan sudah baku dalam
bahasa Indonesia. Kata itu mengandung arti perseorangan, diri sendiri, atau
berhubungan dengan manusia secara pribadi.28

Dengan demikian. bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta
pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada
sangkut-paut sama sekali dengan bagian yang diperolchnya tersebut,
sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak
penuh) atas bagian yang diperolehnya.”

Tetapi jika orang tua menghibahkan bagiannya kepada anaknya, maka
hal ini dibenarkan oleh Hukum Islam. Bagian orang tua yang dihibahkan
kepada anaknya tersebut diperhitungkan sebagai warisan. Sesuai dengan
pasal 221 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan bahwa “Hibah
dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.*®

4. Asas keadilan berimbang

Menurut al-Maraghi, keadilan adalah memberikan hak kepada yang

berhak secara tepat. Oleh Abd. Mvu’in Salim, pendapat ini ia nilai bukan pada

28 Ali Parman, Kewarisan dalam al-Qur’an, 82
¥ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, (Jakarta : Sinar Grafika,
Cet. I, 1995), 37
¥ Himpunan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 484
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segi persamaan hak, tetapi tekanannya pada terpenuhinya hak-hak sebagai
milik seseorang.!

Oleh karena itulah, esensi keadilan adalah perimbangan tanggung
jawab, baik dari segi hak maupun dari segi kewajiban. Bertolak dari sini,
maka keadilan dalam kewarisan terletak pada keseimbangan antara hak dan
kewajiban. Begitu pula keseimbangan antara keperluan dan kegunaan.*?

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan, secara sadar dapat
dikatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil
sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan yang ditinggal mati oleh
pewaris, seperti terungkap dalam firman Allah :

LG Lt L5 0553 03T 5 G el Ji sl
s LEa_,E,, ]

@) Cogin Uogd 7651400 I8 L 503N ol gyl

Artinya - "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian
(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnys, baik
sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah
ditetapkan” (Q.S. an-Nisa’, 4 :7).

Dalam surah ini baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak
yang sama dalam hukum kewarisan. Hanya saja dalam Q.S. al-Nisa’, 4 : 11

dinyatakan :

3! Ali Parman, Kewarisan dalam al-Qur’an, 74
2 Ibid, 75
B Departemen Agama (DEPAG), a/-Qur’an dan Terjemahnya, 116
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mbdﬁn;.\u (,_<=,\_J, LY P

Artinya : “Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bagahian dua orang anak perempuan” (Q.S. an-Nisa’, 4 : 11).>*

Rasululah juga menjelaskan dalam hadisnya :

e 0 o 55 50 D 56 6 14 g 5 0
Wi 421 383 il Jarg oectith s i SIU gasd cse S et
a3l s oAl ahal) gass Gl

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a beliau berkata : bahwasannya harta menjadi
hak anak dan wasiat menjadi hak kedua orang tua, maka Allah
menghapusnya dengan sesuatu yang ia senangi, maka ia jadikan
bagian anak laki-laki seperti bagian dua orang perempuan dan
menjadikan bagian (harta waris) orang tua masing-masing
mendapatkan 1/6 dan bagian perempuan 1/8 atau ‘4 dan bagian
suami % atau 1/3”. (HR. Imam Bukhan)

o g @ K gl hog o B o 3 g3 S8 A a2 g s R
& pil Gk BB i ode O 38 (gt pupedd J.»W d.u-p O]
i B i Sh a3l 0t (&0 ¢ I o g Ju

Artinya : “Dari Jabir bin Abdillah, beliau berkata :@ bahwa Rasulullah
bersama Abu Bakar menjenguk saya, ketika saya sedang sakit,
ketika itu saya tidak sadar (pingsan), kemudian Nabi wudlu,
selanjutnya air wudlu Nabi dicipratkan ke muka saya, maka
sadarlah saya, dan saya bertanya:’bagaimana saya membagi

34 .
Ibid, 116
3% Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Ismail bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhary, Shahik
al-Bukhari, Juz IX, (Libanon : Dar Al-Fikr, 1981), 280
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Imrta. saj;ga?’; maka turunlah surat an-Nisa’ ayat 11°.(HR.
Muslim)

Hak warisan yang diterima yang diterima oleh ahli waris dari
pewaris pada hakikatnya merupakan pelanjutan tanggung jawab pewaris
terhadap keluarganya (ahli waris); hingga kadar yang diterima oleh ahli
waris berimbang dengan perbedaan-perbedaan tanggung jawab seseorang.”’

Terjadinya perolechan saham yang berbeda antara laki-laki dan
perempuan, mufassirin memberikan komentar. Menurut Al-Maraghiy,
terjadinya 2:1 antara laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah laki-laki
mencari nafkah untuk diri dan keluarganya, sementara perempuan hanya
membutuhkan nafkah untuk dirinya, dan bahkan apabila perempuan teclah
menikah, nafkahnya ditanggung oleh suaminya. Terhadap pendapat ini,
Igbal mengatakan bahwa keadilan 2:1 jangan dilihat dari satu faktor,
melainkan faktor lain harus juga diperhitungkan untuk tujuan yang sama.
perempuan selain pemilik penuh dari kekayaan yang diberikan ayah dan
suaminya, perempuan juga menerima mahar. Dari kenyataan itu
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan material dalam kedudukan

ekonomi antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi fungsinya.”®

* Imam Muslim, Shahil Muslim, Juz VIII, (Beirut : Dar Al-Fiks, 1992), 341

M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksapaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewanisan
Menurut Hukum Perdata (BW), 118

3 Ali Parman, Kewarisan dalam al-Qur'an, 76
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S. Asas kewarisan semata akibat kematian
Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta
peninggalan seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan berlaku
sesudah meninggalnya yang mempunyai harta.* Dengan perkataan lain
harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya ia masih
hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-
mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk

penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.*

% M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelskssnaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan
Menurut Hukum Perdata (BW), 119
40 Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Wars Islam, h. 38



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DI

DESA KALIPADANG

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Kalipadang

1.

Keadaan umum wilayah desa

a. Batas wilayah desa

Desa Kalipadang meliputi 5 (lima) dusun, yaitu Dusun
Kalipadang, Dusun Kalisari, Dusun Kalimoro, Dusun Gesing, dan Dusun
Ploso. Adapun batas-batas wilayah Desa Kalipadang adalah sebagai
berikut :

1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Karangankidul, Kec. Benjeng

2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedungrukem, Kec. Benjeng

3) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Balongpanggang, Kec.
Balongpanggang

4) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sirnoboyo, Kec. Benjeng

. Luas wilayah desa menurut penggunaan

Desa Kalipadang merupakan salah satu dari beberapa desa yang
ada di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Dengan luas wilayah desa
menurut penggunaan kurang lebih 282,644 ha, yang terbagi dalam 7 jenis

penggunaan, yaitu : untuk pemukiman pejabat daerah 0,15 ha, sawah

37
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tadah hujan 235 ha, ladang atau tegalan 43,304 ha, perkantoran 0,15 ha,
sekolah 0,04 ha, lapangan sepak bola 2 ha, dan kuburan 2 ha.
c. Orbitasi
Jarak Desa Kalipadang ke ibu kota kecamatan terdekat yaitu 3
km, yang dapat ditempuh dalam waktu 15 menit. Sedangkan jarak dari
Desa Kalipadang ke ibu kota kabupaten atau kota terdekat yaitu 35 km,
yang dapat ditempuh dalam waktu 1 jam.
2. Keadaan penduduk
a. Jumlah penduduk
Jumlah penduduk Desa Kalipadang tahun 2009 mencapai 3.035
jiwa, baik untuk laki-laki dan perempuan, dewasa atau anak-anak, tua

ataupun muda. Dengan rincian sebagai berikut :

No Uraian Keterangan
1 | Laki-laki 1.509 Orang

2 | Perempuan 1.526 Orang

3 | Kepala Keluarga 678 KK

b. Struktur mata pencarian penduduk
Mata pencaharian penduduk Desa Kalipadang, Kec. Benjeng,
Kab. Gresik sangat bervariatif, namun dengan adanya banyak lahan

pertanian, maka mayoritas pekerjaan penduduk adalah petani. Terdapat
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juga beberapa pekerja disektor jasa atau perdagangan, dan pekerjaan

disektor industri. Dengan rincian sebagai berikut :

No Keterangan Jumlah
1 | Petani 678 Orang

2 | Pekerja disektor jasa/ perdagangan 47 Orang

3 | Pekerja disektor industri 31 Orang

c. Jumlah pemeluk agama

Masyarakat

di Desa Kalipadang, Kec Benjeng, Kab. Gresik

mayoritas beragama Islam, namun juga ada sebagian penduduk yang

beragama Kristen.! Dengan rincian sebagai berikut :

No Agama Jumlah
| Islam 3014 Orang
2 Kristen 21 Orang

d. Tingkat pendidikan penduduk

Tingkat pendidikan warga Desa Kalipadang, Kec. Benjeng, Kab.

Gresik dipengaruhi oleh tingkat ekonomi setiap warga. Selain itu, pola

pikir kepala keluarga juga mempunyai peran yang penting dalam

menunjang pendidikan anak-anaknya. Tidak jarang keinginan untuk

! Yudi Iswanto (Kepala Desa Kalipadang), wawancara, Desa Kalipadang, 5 Mei 2010.
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melanjutkan pendidikan terhalang oleh ekonomi keluarga yang tidak
mencukupi.

Minimnya sarana pendidikan yang terdapat di Desa Kalipadang
mengharuskan sebagian warga untuk mencari sarana pendidikan diluar
dacrah. Hal tersebut juga terhalang oleh perekonomian keluarga,
sehingga dipilih sarana pendidikan di desa agar tidak mengeluarkan
biaya terlalu banyak dan di cari yang tidak terlalu mahal agar dapat
selesai sampai jenjang atau tingkat yang diinginkan.

Prasarana Pendidikan Formal®

No Jenis prasarana Keterangan
1 | Taman kanak-kanak (TK) Ada
2 | SD/ Sederajat Ada
3 | SLTP/ Sederajat Tidak Ada
4 | SLTA/ Sederajat Tidak Ada
5 | Universitas/ Perguruan tinggi Tidak Ada

Tingkat Pendidikan Penduduk

No Keterangan Jumlah
1 | Penduduk usia 10 thn keatas yang buta huruf 74 Orang
2 | Penduduk tidak tamat SD 214 Orang

% Arsip Desa Kalipadang, Kec. Benjeng, Kab. Gresik
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yang masih hidup. Karena masyarakat Desa Kalipadang memandang
merekalah yang berhak menerima harta warisan dari pewaris, karena di rasa
merekalah yang lebih membutuhkan dan mereka adalah keluarga yang paling
dekat dengan pewaris.”

. Harta Waris

Harta waris menurut pandangan masyarakat Desa Kalipadang yaitu
harta yang dimiliki pewaris yang diberikan kepada anak dan suami/isteri
pewaris yang masih hidup. Harta waris tersebut mencakup harta bawaan
pewaris dan semua harta yang dimiliki pewaris bersama suami/isteri (harta
bersama), tanpa adanya pembagian harta bersama.

Harta bawaan merupaan harta yang dimiliki oleh suami atau isteri
ketika belum menikah, baik harta itu diperoleh dari harta warisan, hibah
dari orang tuannya, ataupun harta yang diperoleh sendiri waktu sebelum
menikah. Dan ketika sudah menikah, maka harta tersebut menjadi satu
dengan harta perolehan bersama.

Sedangkan harta bersama merupakan keseluruhan harta yang
diperoleh ketika suami isteri mandiri, artinya mereka dalam membina rumah
tangga sudah tidak tinggal bersama orang tuanya dengan membangun rumah
sendiri, baik itu hasil kerja isteri ataupun suami, dan hasil itu dijadikan satu

untuk keperluan keluarga.

3 Rofi’i (Kaur Agama/ Moden), Wawancara, Desa Kalipadang, 18 April 2010.
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Dengan demikian, wujud atau bentuk harta waris adalah semua harta
waris yang dimiliki pewaris yang mencakup harta bawaan maupun harta
bersama yang sudah dikurangi untuk pembiayaan mayit, pelunasan hutang-
hutang maupun wasiat. Tapi mayoritas atau kebanyakan yang di wariskan
oleh masyarakat Desa Kalipadang adalah rumah dan sawah, karena
mayoritas masyarakat Desa Kalipadang profesi atau pekerjaannya sebagai
petani, sehingga kebanyakan harta waris yang ditinggalkan pewaris adalah
sawah dan rumah.*

. Waktu Pembagian Harta Waris

Tentang waktu pembagian harta waris di Desa Kalipadang, tidak
ditentukan dalam hitungan hari, bulan ataupun tahun. Karena waktu
pembagian harta warisan ditentukan dengan jalan musyawarah yang
dilakukan para ahli waris, tanpa adanya campur tangan dari tokoh agama
maupun kepala desa. Waktu pembagian harta waris di Desa Kalipadang
biasanya dilakukan jika salah satu orang tua sudah meninggal dunia atau
ketika kedua orang tua sudah meninggal.’

a. Salah satu orang tua (pewaris) sudah meninggal
Proses pembagian harta waris ini dilakukan setelah orang tua
(pewaris) sudah meninggal dengan adanya jalan musyawarah antara para

ahli waris tanpa melibatkan tokoh agama. Dalam pembagian warisan

4 Ibid, 18 April 2010.
’ Yudi Iswanto (Kepala Desa Kalipadang), Wawancara, Desa Kalipadang, 15 April 2010.



44

masyarakat Desa Kalipadang tetap menekankan pada upaya untuk
melakukan keadilan dan kerukunan antar para ahli waris. Dalam hal ini
yang menjadi ahli waris yaitu anak-anak pewaris dan suami/isteri
pewaris yang masih hidup.

Jika anak-anak pewaris masih dibawah umur, maka anak-anak
tersebut tetap mendapatkan bagian harta waris, namun harta tersebut
biasanya dipegang oleh orang tuanya yang masih hidup, untuk
kelangsungan hidup mereka bersama. Tetapi jika anak-anak pewaris
sudah dewasa atau sudah menikah, maka harta dibagikan kepada ahli
waris yaitu anak-anak pewaris dan suami/isteri pewaris yang masih
hidup. Harta dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya
dengan jalan musyawarah. Tetapi bagian orang tua dialihkan kepada
anak yang serumah, guna untuk kelangsungan hidup orang tua yang
masih hidup.

Seperti yang terjadi pada keluarga Ibu Warseh, Ibu Warseh
meninggal pada tanggal 23 Oktober 2003, meninggalkan ahli waris yaitu
suami (Bapak Mustar) dan tiga anak perempuan (Manis, Sholikhah, dan
Lusiana). Dengan adanya musyawarah para ahli waris, harta waris
dibagikan pada tanggal 01 Februari 2004. Bagian yang diperoleh Bapak

Mustar dialihkan kepada Ibu Sholikhah untuk kelangsungan hidup Bapak
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Mustar, karena Ibu Sholikhah adalah anak yang serumah dengan
Pewaris/ orang tua®
b. Kedua orang tua (pewaris) sudah meninggal

Proses pembagian harta waris ini dilakukan setelah kedua orang
tua (pewaris) sudah meninggal dengan adanya jalan musyawarah antara
para ahli waris tanpa melibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat,
maupun kepala desa. Dalam pembagaian warisan ini yang menjadi ahli
waris yaitu hanya anak-anak pewaris. Anak yang serumah dengan
pewaris mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan anak yang
tidak serumah, karena anak yang serumah selain mendapatkan bagian
warisan yang semestinya, anak tersebut juga mendapatkan upah atau
imbalan yang diberikan karena jasanya merawat pewaris selama pewaris
hidup sampai meninggal dunia.’

Seperti yang terjadi pada keluarga Ibu Parti, Ibu Parti meninggal
pada tanggal 14 Agustus 1998, meninggalkan ahli waris yaitu tiga anak
(Damo, Ekram, dan Sriyati). Dengan adanya musyawarah para ahli
waris, harta waris dibagikan pada tanggal 14 Desember 1998. Dalam
keputusan musyawarah telah disepakati bahwa Bapak Ekram

mendapatkan bagian lebih karena Bpk Ekram yang serumah dengan

® Sholikhah dan Lusiana, Wawancara, Desa Kalipadang, 16 april 2010.
7 Rofi’i (Kaur Agama/ Moden), Wawancars, Desa Kalipadang, 18 April 2010
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pewaris dan merawat pewaris selama pewaris masih hidup sampai
meninggal dunia.?
4. Sebab-Sebab Bagian Ahli Waris (Anak) yang Serumah dengan Pewaris lebih
banyak dibandingkan Ahli Waris yang lain
a. Bagian orang tua yang masih hidup dialihkan kepada anak yang serumah

Dalam pembagian harta waris di Desa Kalipadang jika pewaris
meninggalkan anak dan suami/isteri pewaris yang masih hidup maka
harta waris dibagi antara anak dan suami/isteri pewaris yang masih hidup
tersebut. Tetapi dalam kebiasaan masyarakat Desa Kalipadang, orang
tua tidak menerima bagian tersebut, karena bagian tersebut dialihkan
kepada anak yang serumah, untuk merawat orang tua yang masih hidup
di kemudian hari.

Di dalam pandangan masyarakat Desa Kalipadang bagian harta
waris orang tua yang dialihkan kepada anak yang serumah tersebut sudah
menjadi hak milik anak yang serumah. Karena masyarakat Desa
Kalipadang percaya bahwa anak tidak akan melantarkan orang tuanya.’

Seperti contoh keluarga Ibu Warseh, Pada tanggal 23 oktober
2003 Ibu warseh telah meninggal. Ibu warseh meninggalkan 4 (empat)

ahli waris yaitu Suami (mustar), tiga anak perempuan (Manis, Sholikhah,

% Ekram, Wawancara, Desa Kalipadang, 8 Mei 2010.
® Ibid, 15 April 2010.
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dan Lusiana). Dengan meninggalkan harta warisan yaitu sebuah rumah
dan sawah 60 m*.

Dengan adanya musyawarah, para ahli waris bersepakat untuk
membagi harta waris pada tanggal 01 Februari 2004. Dalam pebagian
harta warisan, bagian di bagi dahulu dengan cara pandang mercka
sendiri, kemudian ada bagian yang lebih bagi anak yang serumah dengan
orang tua (pewaris). Anak pertama (Manis) dan anak kedua (Sholikhah)
mendapat tanah seluas 60 m?%, anak ketiga (Lusiana) mendapat uang
Rp.5.000.000. Selain anak kedua (Sholikhah) mendapat bagian tanah,
anak kedua tersebut juga mendapatkan rumah beserta tanahnya. Anak
kedua (Sholikhah) mendapatkan bagian yang lebih banyak karena anak
tersebut selain mendapatkan bagiannya dia juga mendapatkan bagian
dari peralihan harta waris suami pewaris (Mustar), sebagai kebutuhan
merawat suami pewaris dikemudian hari.'°

b. Jasa ahli waris (anak) yang serumah kepada pewaris

Dalam pembagian warisan di Desa Kalipadang harta waris yang
ditinggalkan pewaris menjadi hak milik anak-anak dari pewaris. Jika
pewaris hanya meninggalkan seorang anak, maka seluruh harta menjadi
milik anak tersebut. Jika pewaris meninggalkan dua anak atau lebih,

maka harta dibagi dan ada kelebihan bagian untuk anak yang serumah.

' Sholikhah dan Lusiana, Wawancara, Desa Kalipadang, 16 april 2010.
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Anak yang serumah mendapatkan bagian yang lebih karena adanya upah
atau imbalan dari jasanya yang telah merawat pewaris selama pewaris
hidup sampai meninggal dunia. Besarnya upah atau imbalan yang
diberikan kepada anak yang serumah ditentukan dengan adanya jalan
musyawarah.'!

Masyarakat Desa Kalipadang mempunyai pandangan bahwa anak
yang serumah berhak dan pantas mendapatkan bagian harta waris lebih
karena jasa atau ketekunan dan kesabarannya yang telah merawat
pewaris selama pewaris hidup sampai meninggal dunia.

Seperti contoh keluarga Ibu Parti, Pada tanggal 14 Agustus 1998
Ibu Parti telah meninggal. Ibu Parti meninggalkan 3 (tiga) ahli waris
yaitu tiga anak (Darno, Ekram, dan Sriyati). Dengan meninggalkan harta
warisan yaitu sebuah rumah dan sawah 457 m?.

Dengan adanya kesepakatan harta waris dibagikan pada tanggal
14 Desember 1998. Dalam pebagian harta warisan dengan jalan
musyawarah dan adanya kesepakatan bersama, anak pertama (Darno)
mendapatkan bagian tanah yang seluas 180 m® anak ketiga mendapat
bagian tanah yang seluas 173 m’ Sedangkan anak kedua (Ekram)

mendapatkan tanah seluas 104 m”> dan juga mendapatkan rumah beserta

" Rofi’i (Kaur Agama/ Moden), Wawancars, Desa Kalipadang, 18 April 2010.
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tanahnya, karena anak tersebut yang serumah dengan pewaris dan

merawat pewaris selama hidup sampai meninggal.'?

C. Akibat Pembagian Harta Waris di Desa Kalipadang

Di sebagian keluarga di Desa Kalipadang, sebagaimana dijelaskan
sebelumnya, bahwa tradisi masyarakat di Desa Kalipadang dalam proses
pembagian harta waris menekankan pada upaya untuk melakukan keadilan dan
kerukunan antara para ahli waris dalam menerima bagiannya masing-masing.
Keadilan yang dipahami masyarakat Desa Kalipadang dalam melakukan
pembagian warisan yaitu; bagian ahli waris (anak) yang tinggal serumah dengan
pewaris bagiannya lebih banyak dibandingkan ahli waris yang lain.

Akan tetapi cara pembagian waris tersebut sering menimbulkan
permasalahan, dibanding cara pembagian harta waris yang sesuai dengan
Hukum Kewarisan Islam. Permasalahan itu timbul yaitu perselisihan antar ahli
waris, karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan atau keputusan bersama
dalam musyawarah sebelumnya, yang dilakukan oleh ahli waris yang merasa
dirinya lebih membutuhkan dan pantas mendapatkan bagian yang lebih banyak.
Dari pelanggaran tersebut mengakibatkan perebutan harta waris atau pemaksaan
memiliki harta waris. Sehingga menyebabkan merenggangnya hubungan

kekeluargaan yang mereka miliki.

2 Ekram, Wawancars, Desa Kalipadang, 8 Mei 2010.
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Seperti contoh keluarga Ibu Warseh, Pada tanggal 23 oktober 2003 Ibu
warsch telah meninggal. Ibu warseh meninggalkan 4 (empat) ahli waris yaitu
Suami (mustar), tiga anak perempuan (Manis, Sholikhah, dan Lusiana). Dengan
meninggalkan harta warisan yaitu sebuah rumah dan sawah 60 m?.

Dengan adanya kesepakatan harta waris dibagikan pada tanggal 01
Februari 2004. Dalam pebagian harta warisan, harta warisan di bagi dahulu
dengan cara pandang mercka sendiri kemudian ada bagian yang lebih bagi anak
yang serumah dengan orang tua (pewaris), tentunya dengan jalan musyawarah
para ahli waris. Anak pertama (Manis) dan kedua (Sholikhah) mendapat tanah
seluas 60 m” anak ketiga (Lusiana) mendapat uang Rp.5.000.000. Anak kedua
(Sholikhah) selain mendapatkan bagian tanah, anak kedua tersebut juga
mendapatkan rumah beserta tanahnya. Anak kedua (Sholikhah) mendapatkan
bagian yang lebih banyak karena anak tersebut selain mendapatkan bagiannya
dia juga mendapatkan bagian dari peralihan harta waris orang tua yang masih
hidup (Bpk Mustar), sebagai kebutuhan merawat atau kelangsungan hidup Bpk
Mustar dikemudian hari."”

Tetapi dalam pembagian harta warisan ini dirasakan Bpk Mustar tidak
adil. Karena Bpk Mustar juga membutuhkan harta untuk kebutuhannya dengan
cara ia sendiri. Sehingga Bpk Mustar dengan paksa menjual tanah 60 m?, tanpa

persetujuan anak-anaknya. Tanda tangan persetujuan penjualan tanah,

** Sholikhah dan Lusiana, Wawancars, Desa Kalipadang, 16 april 2010.
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ditandatangani anak ketiga karena adanya pemaksaan, dan tanda tangan anak
pertama dan kedua dipalsu. Hasil penjualan tanah hanya dimiliki si suami,
ketiga anaknya tidak dapat sepersenpun. Dari penjualan tanah ini, digunakan si
suami untuk berfoya-foya dengan wanita yang disukainnya. Sekarang Bapak
Mustar menikah dengan wanita yang lain. Sehingga hubungan antara si suami

pewaris dengan anak-anaknya sekarang agak merenggang.'*

" Ibid, 16 april 2010.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA
WARIS DI DESA KALIPADANG

A. Analisis Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Kalipadang Tentang Pembagian
Harta Waris
Masyarakat Desa Kalipadang memiliki tradisi yang sangat membudaya

dalam menentukan siapa ahli waris yang berhak menerima warisan dan bagian
masing-masing ahli waris. Hampir semua masyarakat Desa Kalipadang
menggunakan kebiasaannya tersebut dalam menentukan siapa yang berhak
menjadi ahli waris dan berapa bagian mercka masing-masing dengan adanya
musyawarah para ahli waris tanpa melibatkan keluarga lain, tokoh agama
maupun kepala desa. Jarang sekali Masyarakat Desa Kalipadang menggunakan
syari’at Islam dalam melakukan pembagian harta waris.

Menurut masyarakat Desa Kalipadang, yang berhak mendapatkan bagian
harta warisan dari pewaris hanyalah anak dan suami atau isteri pewaris yang
masih hidup, sedangkan keluarga atau kerabat yang lain tidak berhak
mendapatkan bagian harta waris. Dari ketentuan tersebut, masyarakat Desa
Kalipadang mempunyai alasan bahwa anak, suami atau isteri pewaris yang
masih hidup adalah keluarga yang paling dekat dengan pewaris dan mereka lebih

membut uhkan harta peninggalan tersebut.

52
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Dalam pembagian harta waris, masyarakat Desa Kalipadang juga
mempunyai ketentuan yaitu, bagian ahli waris (anak) yang serumah dengan
pewaris atau orang tua lebih banyak di bandingkan ahli waris yang lain.
Menurut pandangan masyarakat Desa Kalipadang, anak yang tinggal serumah
dengan pewaris mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan ahli waris
lainnya, karena;

1. Adanya peralihan bagian warisan dari orang tua yang masih hidup kepada
anak yang tinggal serumah, sebagai biaya untuk merawat orang tua di
kemudian hari. (pewaris meninggalkan suami/ isteri)

2. Anak yang serumah mendapatkan imbalan atau upah karena jasa ahli waris
(anak) yang telah merawat pewaris sclama pewaris masih hidup sampai
meninggal dunia. (pewaris tidak meninggalkan suami/ isteri)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka menurut pandangan
penulis, pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Desa Kalipadang tidak
sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, mengenai pembagian harta
waris sudah ditentukan kadarnya atau bagiannya untuk setiap ahli waris.
Sebagaimana Firman Allah SWT :
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Artinya : “Allah mensyarf'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu : bahagian scorang anak lelaki sama dengan
bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta
Yyang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia
memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi
masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika
yang meninggal itu mempunyal anak; jika orang yang meninggal
tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka
ibunya mendapat scpertiga, jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat
atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang
lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari
Allah.  Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana”(Q.S. An-Nisa’ 4; 11)’

[

P Y s ¢

\J-‘*:“-s-’\_;aaaf%oémw u—‘—-‘

S\
m
Lo
—
-

-

=
&

¥ itd

<, - 1' i . g s ,,6 Al & - >
e 3 el plle o i’ujr’ﬂ@ao;;@wéﬂ!wj
P ] :..”‘ ”f‘t;,

- ;.c&
J=5 TO8 o gﬁé.s”-e-’\._»«éys—-m A G aeml LSRN

! Departemen Agama, a/-Qur’an dan Tetjemahnya, 79



i © 17 22 27 4 f oo EF.. .
op (Wil ué:f;\e-',dibfkt,l CI Ay T e &

’I-/ y 7 - A . / A ~
NG (oo 3005 AR e ¢~f-” r-e"-f"-l‘ e ==

Artinya :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-
isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat
dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang
mercka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu
tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para
isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan
sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar
hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan
anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau
seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing
dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-
saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersckutu dalam
Yyang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya
atau sesudsh dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat
(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai)
syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui
lagi Maha Penyantun”(Q.S. An-Nisa’ 4 : 12)°

Al-Hadi$ juga menjelaskan tentang perintah Nabi Muhammad SAW,

agar umat Islam membagi harta warisan di antara para ahli waris menurut

Kitabullah.

(315 5 9 pheuns 0lgy) 4 R uLSgk- ‘,ms,d\ J.n( S Jli s}a...éf

2 bid, 117
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Artinya : “Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah
(al-Qur’an)”. (HR. Muslim dan Abu Dawud)’

Ayat dan Ahadis diatas dengan jelas menunjukkan perintah dari Allah,
agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan
hukum yang ada dalam al-Qur’an. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan
yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang
harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk keimanan dan ketakwaan kepada
Allah dan Rasulullah.

Pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Desa Kalipadang dalam
menentukan bagian masing-masing ahli waris melalui adanya musyawarah tidak
sesuai dengan pasal 183 KHI (Kompilasi Hukum Islam), karena ahli waris
sebelumnya tidak mengetahui atau menyadari bagian masing-masing secara
Hukum Islam. Sehingga hasil kesepakatan yang dimusyawarahkan ahli waris
tidak dibenarkan oleh Hukum Islam. Pasal 183 KHI (Kompilasi Hukum Islam)
menyatakan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian
dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”*

Anak yang serumah dengan pewaris bagiannya lebih banyak karena
adanya dua alasan, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Alasan yang
pertama, anak yang serumah mendapatkan bagian lebih karena adanya peralihan

bagian harta waris milik orang tua kepada anak yang serumah. Peralihan bagian

3 Muhammad ‘Abdul ‘Aziz al-Khalidiy, Sunan Abu Dawud, Juz 2, 331
* Himpunan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 478
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harta waris ini dapat diperhitungkan sebagai warisan, sesuai dengan ketentuan
yang termuat dalam pasal 211 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan
bahwa “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai
warisan”’>

Sedangkan alasan yang kedua, anak yang serumah mendapatkan upah
atau imbalan karena jasanya merawat pewaris atau orang tua selama orang tua
hidup sampai meninggal dunia. Upah atau imbalan ini merupakan pemberian
yang dikhususkan kepada anak yang serumah karena jasanya merawat pewaris,
yang jumlahnya diambilkan dari pengurangan bagian ahli waris yang lain
dengan adanya musyawarah. Jika yang mempunyai hak bagian harta waris
setuju dengan adanya pengurangan tersebut, maka hal seperti ini dibenarkan

oleh Hukum Islam.
Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa’ Ayat 8 :
. l:'.’ Sow 2 :,.’d.’ 2 ,,':4’ ‘,,’7‘4’ ""{‘JJ. }.iz,,*':a’, P 1,
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Artinya : “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kcrabat, anak yatim dan
orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan
ucapkaniah kepada mereka Perkataan yang baik”. (Q.S. an-Nisa’, 4:
8).
Ayat ini menunjukkan, bahwa apabila seseorang telah meninggal,

wajiblah harta benda peninggalannya itu dibagi. Dan ayat ini memberi petunjuk

3 Himpunan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 484
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pula kepada kita, bahwa pembagian (gismah) itu hendaklah ditentukan
waktunya dan disaksikan oleh keluarga yang patut-patut, baik yang menerima
warisan yang langsung ataupun yang di dalam daftar ketentuan syara’ namanya
tidak tersebut, atau tidak berhak.

Oarang-orang ini di Zawil-Qurba, artinya keluarga yang hampir. Atau
anak-anak yatim anak keluarga yang dekat itu sendiri atau anak yatim yang lain,
ataupun tetangga-tetangga apakah lagi ada hubungan kekeluargaan, yang
ternyata miskin pula, hendaklah pewaris-pewaris yang telah mendapat bagian
itu memberi rezeki pula. Itu adalah hal yang wajar dan patut di dalam
menegakkan kekeluargaan. Sebab mereka telah turut menyaksikan keluarga
yang telah kematian itu mendapat rezeki tertumpuk yang datang dengan tiba-
tiba yang tidak didapat dengan susah payah dan kadang-kadang tidak disangka-

sangka.®

B. Analisis Terhadap Akibat Pembagian Harta Waris di Desa Kalipadang
Sering dijumpai pertengkaran-pertengkaran yang muncul dalam lapisan
masyarakat, terutama masyarakat Indonesia dalam permasalah pembagian harta
waris. Para pihak yang bertengkar mempunyai keinginan yang sama yaitu
keadilan atau bahkan masing-masing pihak ingin mendapatkan bagian yang lebih

banyak dari yang lain. Adapun alasan mereka berhak mendapatkan bagian harta

S Hamka, Tafsir Al Azhar, Juz IV, (Jakarta : Panjimas, 1983), 347
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waris lebih banyak, karena mereka merasa dirinya pantas mendapatkan bagian
lebih karena merasa lebih membutuhkan. Namun keadilan yang dipahami oleh
masyarakat umum adalah kesamaan dalam pembagian atau anak yang paling
tualah yang mendapatkan bagian yang lebih.

Begitu juga keadilan yang dipahami masyarakat Desa Kalipadang dalam
melakukan pembagian warisan yaitu; bagian ahli waris (anak) yang tinggal
secrumah dengan pewaris bagiannya lebih banyak dibandingkan ahli waris yang
lain. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tradisi masyarakat di Desa
Kalipadang dalam proses pembagian harta waris menekankan pada upaya untuk
melakukan keadilan dan kerukunan antara para ahli waris dalam menerima
bagiannya masing-masing.

Akan tetapi cara pembagian waris tersebut sering menimbulkan
permasalahan, dibanding cara pembagian harta waris yang sesuai dengan hukum
kewarisan Islam. Permasalahan yang timbul yaitu perselisihan antar ahli waris,
karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan atau keputusan bersama dalam
musyawarah sebelumnya. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh ahli waris yang
merasa dirinya lebih membutuhkan dan pantas mendapatkan bagian yang lebih
banyak. Permasalahan ini mengakibatkan perebutan harta waris atau pemaksaan
memiliki harta waris. sehingga menyebabkan kerenggangan hubungan

kekeluargaan yang mereka miliki.”

? Rofi’i (Moden/ Kaur Agama), Wawancara, Desa Kalipadang, 20 April 2010
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Seperti contoh keluarga Ibu Warseh, Pada tanggal 23 oktober 2003 Ibu
warseh telah meninggal. Ibu warseh meninggalkan 4 (empat) ahli waris yaitu
Suami (mustar), tiga anak perempuan (Manis, Sholikhah, dan Lusiana). Dengan
meninggalkan harta warisan yaitu sebuah rumah dan sawah 60 m”.

Dengan adanya kesepakatan harta waris dibagikan pada tanggal Ol
Februari 2004. Dalam pebagian harta warisan, bagian di bagi dahulu dengan cara
pandang mereka sendiri kemudian ada bagian yang lebih bagi anak yang serumah
dengan orang tua (pewaris). Anak pertama (Manis) dan kedua (Sholikhah)

mendapat tanah seluas 60 m’

, Anak ketiga (Lusiana) mendapat uang
Rp.5.000.000. Selain anak kedua (Sholikhah) mendapatkan bagian tanah, dia
juga mendapatkan rumah beserta tanahnya. Anak kedua (Sholikhah)
mendapatkan bagian yang lebih banyak karena anak tersebut selain mendapatkan
bagiannya dia juga mendapatkan tambahan dari peralihan bagian harta waris
suami pewaris (Mustar), sebagai kebutuhan merawat atau kelangsungan hidup
suami pewaris (Mustar) dikemudian hari.®

Tetapi dalam pembagian harta warisan ini dirasakan si suami pewaris
tidak adil. Karena suami pewaris juga membutuhkan harta untuk kebutuhannya
dengan cara ia sendiri. Sehingga si suami dengan paksa menjual tanah 60 m’,

tanpa persetujuan anak-anaknya. Tanda tangan persetujuan penjualan tanah,

ditandatangani anak ketiga karena adanya pemaksaan, dan tanda tangan anak

8 Sholikhah dan Lusiana, Wawancara, Desa Kalipadang, 16 april 2010
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pertama dan kedua dipalsu. Hasil penjualan tanah hanya dimiliki si suami, ketiga
anaknya tidak dapat sepersenpun. Dari penjualan tanah ini, digunakan si suami
untuk berfoya-foya dengan wanita yang disukainnya. Suami pewaris sekarang
menikah dengan wanita yang lain. Sehingga hubungan antara si suami pewaris
dengan anak-anaknya sekarang agak merenggang.’

Sehubungan dengan permasalahan yang timbul diatas, maka menurut
pandangan penulis pembagian harta waris dengan menggunakan cara sesuai
dengan adat istiadat masyarakat Desa Kalipadang dipandang kurang tepat.
Karcna pembagian harta waris dengan cara tersebut bisa menimbulkan akibat
yang tidak baik antara sesama ahli waris (anak). Walaupun sebelum pembagian
warisan dilakukan musyawarah dan ada kescpakatan damai dalam pembagian
warisan. Karena musyawarah yang dilakukan masyarakat desa Kalipadang dalam
menentukan bagian masing-masing ahli waris tanpa melibatkan tokoh agama,
maupun kepala desa atau yang mewakilinya. Sehingga kesepakatan sewaktu-
waktu dapat dilanggar oleh ahli waris yang merasa lebih berhak mendapatkan
bagian yang lebih banyak, karena kesepakatan yang di putuskan oleh para ahli
waris kurang kuat, tidak ada saksi maupun bukti.

Permasalahan yang telah dipaparkan di atas terjadi karena adanya salah
satu ahli waris yang tidak mentaati hasil musyawarah yang disepakati bersama.

Padahal salah satu kewajiban peserta musyawarah atau ahli waris adalah

® Lusiana , Wawancara, 17 april 2010
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mentaati keputusan bersama. Tetapi keputusan bersama ini dilanggar Bapak
Mustar, karena dirinya merasa membut uhkan bagian yang akan digunakan untuk
keperluannya, menurut cara dia sendiri. Sehingga bapak Mustar menjual tanah
seluas 60 m* dengan paksa.

Padahal ada cara dalam membagi harta waris yang baik sesuai dengan
syari’at Islam. Allah SWT juga sudah menjelaskan dalam firmannya yang
tertuang dalam al-Qur’an Surat An Nisa’ ayat 13-14 bahwa ketentuan-ketentuan
dan bagian-bagian yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi ahli waris merupakan
hukum-hukum Allah SWT yang harus ditaati, janganlah dilanggar atau
diabaikan. Maka barang siapa taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dengan
tiada menambah atau mengurangi hak seseorang dalam pembagian harta waris
dengan tipu daya dan cara yang curang, dan melaksanakan sesuai dengan hukum
Allah dan ketentuan-Nya, niscaya ia akan dimasukkan ke dalam surga, yang
berarti keuntungan yang besar baginya. Sedangkan barang siapa yang
mendurhakai Allah dan melanggar ketentuan-Nya, niscaya ia akan dimasukkan
ke dalam neraka, yang merupakan siksaan yang menghinakan baginya.

Demikian itulah batas-batas Allah SWT yaitu peraturan-peraturan yang
telah Dia tentukan. Sehingga tidak timbul lagi fitnah, hasud serta dengki dalam

keluarga dan tidak ada lagi aniaya yang lebih tua kepada yang masih kecil.
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Karena aturan fara’id yang ada dalam al-Qur’an adalah semata-mata garis besar

dan penjelas.lo

0 Hamka, Tafsir Al Azhar, Juz IV, 369



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai permasalahan yang telah dipaparkan pada bab-bab

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1.

Ahli waris (anak) yang serumah dengan pewaris mendapatkan bagian harta
waris lebih banyak dibandingkan ahli waris yang lain (suami/isteri pewaris
dan anak yang tidak serumah dengan pewaris). Hal ini disebabkan karena ada
2 (dua) alasan, yaitu: 1) Adanya peralihan bagian harta waris orang tua yang
masih hidup kepada anak yang serumah, sebagai modal untuk merawat orang
tua kemudian hari, dan 2) Adanya imbalan atau upah kepada anak yang
serumah, karena jasa anak yang merawat pewaris selama pewaris masih
hidup sampai meninggal dunia (pewaris tidak meninggalkan suami/isteri).

Permasalahan atau akibat yang timbul dalam pembagian warisan di Desa
Kalipadang yaitu perselisihan antar ahli waris. Perselisihan tersebut terjadi
karena adanya pelanggaran terhadap keputusan bersama yang disepakati
dalam musyawarah sebelumnya oleh ahli waris yang merasa dirinya lebih
membutuhkan bagian harta waris yang lebih banyak, sehingga

mengakibatkan kerenggangan hubungan kekeluargaan.
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3. Masyarakat Desa Kalipadang dalam melakukan pembagian warisan tidak

berpedoman pada al-Qur’an maupun al-Hadi$. Kesepakatan dalam pembagian
warisan yang dilakukan masyarakat Desa Kalipadang tidak sesuai dengan
pasal 183 KHI, karena ahli waris sebelumnya tidak mengetahui bagian
masing-masing secara Hukum Islam. Bagian harta waris orang tua yang
dialihkan atau dihibahkan kepada anak yang serumah menurut pasal 211
KHI, dapat diperhitungkan scbagai warisan. Sedangkan imbalan yang
diberikan kepada anak yang serumah karena jasanya merawat orang tua,
merupakan pemberian yang jumlahnya diambilkan dari pengurangan bagian

ahli waris yang lain dengan adanya musyawarah.

B. Saran

I.

Bagi umat Islam hendaklah dalam melakukan pembagian harta warisan harus
berdasarkan ketentuan hukum islam (al-Qur’an dan al-Hadi$), sehingga tidak
lagi terdapat permasalah-permasalah warisan yang timbul di kehidupan
masyarakat.

Bagi masyarakat Desa Kalipadang khususnya hendaklah melakukan
pembagian waris sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Akan tetapi jika
mereka tetap mengikuti kebiasaannya, hendaklah dalam musyawarah
mendatangkan tokoh Agama, schingga hasil kesepakatan sesuai dengan

ketentuan Hukum Islam.
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